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ABSTRAK

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DALAM PUTUSAN
HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGOPLOSAN BAHAN BAKAR MINYAK
(Studi Putusan No. 443/Pid.Sus/LH/2018/PN.Gns)

Dedy Mochamad Ramadhan

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam
pelayanan kebutuhan masyarakat. Walaupun sudah ada aturan yang mengatur
tentang BBM, tetapi masih banyak terjadi tindak pidana pengoplosan BBM untuk
memperoleh keuntungan sendiri. Salah satu kasus tindak pidana pengoplosan
BBM vyaitu Putusan Nomor: 443/Pid.Sus/LH/2018/PN.Gns, dalam kasus tersebut
terdakwa bernama M. Basir Bin Simpar dijatuhi Pasal 53 Huruf (d) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Terdakwa
bersalah melakukan tindak pidana niaga BBM tanpa izin dengan pidana penjara
sepuluh bulan oleh Hakim. Permasalahannya adalah bagaimanakah penjatuhan
pidana dalam putusan hakim terhadap tindak pidana pengoplosan BBM dan
apakah putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak tindak pidana
pengoplosan bahan bakar minyak sudah memenuhi rasa keadilan secara
substantif.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
secara yuridis normatif dan secara yuridis empiris. Kemudian data-data yang
diperoleh dianalisis dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder
dan tersier, untuk memperkuat analisis dengan melakukan wawancara secara
langsung kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Dosen Bagian
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan
secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penjatuhan pidana terhadap tindak
pidana pengoplosan BBM adalah dengan melihat ketentuan yang dilanggar pelaku
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak
pidana pengoplosan BBM adalah dengan melihat aspek yuridis dan aspek non
yuridis. Selain itu hakim dalam memutus perkara tindak pidana pengoplosan
BBM telah mempertimbangkan keadilan substantif. Berdasarkan kesalahannya
pelaku divonis hakim pidana penjara selama sepuluh bulan karena telah
memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan. Hakim Pengadilan Negeri
Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili terdakwa menyimpulkan bahwa
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seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah
terpenuhi.

Berdasarkan simpulan diatas, saran dalam skripsi ini yaitu hakim yang menangani
tindak pidana pengoplosan BBM diharapkan untuk kembali mempertimbangkan
fakta yang terjadi di masyarakat untuk dapat memberikan sanksi pidana yang
maksimal agar meminimalisir terjadinya tindak pidana pengoplosan bahan bakar
minyak dan hakim dapat menggali lebih dalam tentang kebenaran materil maupun
formil serta nilai-nilai keadilan baik pelaku maupun korban yaitu masyarakat
dalam perkara tindak pidana pengoplosan bahan bakar minyak dan hakim dapat
mengupas tuntas kasus penjualan bahan bakar minyak oplosan hingga ke akarnya
agar tidak terjadi lagi di kehidupan masyarakat yang akan datang.

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Bahan Bakar Minyak, Tindak Pidana
Pengoplosan, Putusan Hakim.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber
daya alam. Hasilnya yaitu berupa bahan galian yang meliputi emas, minyak, gas
bumi, perak, batu bara, dan lain-lain. Minyak dan gas bumi merupakan salah satu
hasil alam Negara Indonesia yang telah membawa kemajuan bagi kesejahteraan
seluruh rakyat Indonesia dimana minyak dan gas bumi telah memberikan

pendapatan yang terbilang cukup besar terhadap penerimaan Negara.*

Bahan bakar minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam
pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-
negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju
sekalipun.? Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM) memegang peranan penting
dalam penyediaan bahan baku industri, sehingga kebijakan pengelolaannya harus
dimanfaatkan sebaik mungkin untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal itu dituangkan secara yuridis dalam Pasal 33
Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Sumber Daya Alam

menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

1 CNBC Indonesia, Penyalahgunaan BBM di 2019 makin tinggi 404 Kasus, Di akses pada hari
Selasa tanggal 8 Juni 2020. pukul 16.22 WIB.
2 BPH Migas, Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM), Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005.



dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak Dan Gas Bumi diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan Pengelolaan
Sumber Daya Alam pada ketentuan Pasal 33. Berdasarkan ketentuan itu,
dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960
tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Secara spesifik pengoplosan bahan
bakar minyak palsu diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi, sedangkan bahan bakar minyak tanpa izin diatur
dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Bumi.?

Kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak (BBM) di atur dalam Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang terdiri dari
kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Dalam kegiatan usaha hulu
dijelaskan bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis yang
terkandung didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan
kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan
dengan kontak kerjasama oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pada kegiatan
usaha hulu. Sedangkan dalam kegiatan usaha hilir mencangkup kegiatan usaha
pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga yang harus mempunyai izin

usaha dari Pemerintah.

3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.



Penyalahgunaan bahan bakar minyak merupakan kegiatan mengolah, membeli,
memindahkan, menampung dan mengoplos bahan bakar minyak. Penyalahgunaan
bahan bakar minyak untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara
memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari mencampur salah satu jenis
bahan bakar minyak baik jenis solar, premium, pertalite, dan pertamax yang
kemudian dicampur dengan minyak mentah untuk kemudian dijual kembali
dengan harga yang lebih rendah di suatu tempat atau daerah yang memiliki

kelangkaan bahan bakar minyak atau jauh dari SPBU.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menemukan kasus
penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi pada tahun 2019 melonjak sangat
tinggi. Tahun 2019 jumlah kasus penyalahguunaan sebanyak 404 kasus,
meningkat tajam dibandingkan tahun 2018 sebanyak 260 kasus. Tahun 2018 lebih
tinggi dibandingkan tahun 2017 sebanyak 187 kasus.* Kasus penyalahgunaan
Bahan Bakar Minyak (BBM) secara ilegal makin banyak ditemui diberbagai
tempat baik di desa maupun di kota. Salah satu kasusnya terjadi di Provinsi
Lampung, tepatnya di Daerah Gunung Sugih Lampung Tengah. Kasus ini telah
selesai diputuskan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor Putusan

Studi Putusan No. 443/Pid.Sus/LH/2018/PN.Gns.

Selasa, 09 Oktober 2018 pukul 15.30 WIB di Dusun 111 Kamp. Payung Rejo Kec.
Pubian Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa M. Basir Bin Simpar telah
melakukan perbuatan meniru, memalsukan, atau mengoplos Bahan Bakar Minyak

dan Gas Bumi hasil olahannya sendiri. Berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa

4 CNBC Indonesia, Penyalahgunaan BBM di 2019 makin tinggi 404 Kasus, Di akses pada hari
Selasa tanggal 8 Juni 2020 pukul 16.22 WIB.



ia telah melakukan pengoplosan dan niaga BBM secara ilegal. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia pengoplosan merupakan kegiatan mencampur sesuatu
yang asli dengan barang atau bahan yang lain sehingga kadar keasliannya
berkurang. Pengoplosan tersebut dilakukan dengan cara mencampur bahan bakar
minyak mentah dengan jenis premium, pertalite, ataupun pertamax dan karena
hasil dari pengoplosan tersebut kurang bagus, Terdakwa menambahkan pewarna
agar minyak opolosannya menyerupai bahan bakar minyak asli. Sedangkan
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia niaga adalah kegiatan jual beli dan
sebagainya untuk memperoleh keuntungan. Niaga yang dilakukan pelaku yaitu
dengan cara menjual bahan bakar minyak oplosan dengan memajang minyak
tersebut di depan rumah dalam untuk memperoleh keuntungan sebesar Rp.

10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).®

Penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi menemukan barang bukti berupa 20
Jerigen kosong ukuran 35 Liter, 1 botol yang didalamnya terdapat sisa pewarna
diduga digunakan untuk bahan campuran premium, 5 Jerigen ukuran 35 Liter
yang berisikan = 175 Liter diduga bahan bakar minyak campuran jenis premium,
1 Jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan + 15 Liter jenis Premium, 1 buah corong
warna merah dan 1 buah ember warna silver. Terdakwa melakukan penjualan
bahan bakar minyak oplosan dengan cara menjual sendiri di rumah dengan cara
memajang minyak tersebut di depan rumah, tepatnya dipojok warung agar dapat

terlihat oleh orang yang melintas di depan rumah. Terdakwa menjual bahan bakar

5 Putusan Pengadilan Pelaku Bahan Bakar Minyak Oplosan di Pengadilan Gunung Sugih, Nomor:
443/Pid.Sus/LH/2018/PN.Gns.



minyak oplosan tersebut tidak secara eceran melainkan jerigenan dengan harga

per-jerigen sebesar Rp 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).®

Studi Putusan No. 443/Pid.Sus/LH/2018/PN.Gns, Terdakwa melakukan tindak
pidana, karena terbukti secara sah bersalah melanggar Pasal 53 huruf (d) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi karena melakukan
niaga tanpa izin usaha niaga, dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda
sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Subsidair 1 (satu) Bulan
penjara. Berdasarkan keterangan Terdakwa sudah jelas bahwa Terdakwa dikenai
pasal berlapis yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang

Minyak dan Gas Bumi Pasal 53 huruf (), (c), (d) dan Pasal 54."

Rumusan pasal-pasal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi:
Pasal 53

Setiap orang yang melakukan:

a. Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha
pengelolahan dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling
tinggi Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha
pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan
denda paling tinggi Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)

c. Penyimpanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha
penyimpanan dipidana dengan pidana penjara palinglama 3 tahun dan denda
paling tinggi Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)

d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi
Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)

® Ibid.
" 1bid.



Pasal 54
Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas
Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi
Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).®
Permasalahan utama dari pasal-pasal tersebut yang berkaitan dengan
penyalahgunaan bahan bakar minyak adalah perbuatan pengelolaan,
penyimpanan, niaga menjual tanpa izin dan pengoplosan atau pemalsuan bahan
bakar minyak. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku
tindak pidana pengoplosan bahan bakar minyak perlu mendapat perhatian khusus,
sebab akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut harus mendapatkan
ganjaran yang setimpal. Dalam kasusnya di dalam Undang—-Undang Nomor 22
Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terdakwa seharusnya dikenai pasal
yang sesuai dengan perbuatannya yaitu mengoplos atau pemalsuan bahan bakar

minyak dan dapat dikenai beberapa pasal sehingga putusan tersebut harus adil dan

sesuai dengan akibat yang ditimbulkan.

Hal utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah terdakwa jelas
melakukan beberapa tindak pidana dan dapat dikenai tindak pidana perbarengan
atau delik khusus concursus dengan penerapan sanksi pidana suatu perbarengan
harusnya diancam pidana pokok yang paling berat yang seharusnya dikenai Pasal
54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena
terdakwa jelas melakukan kegiatan mengoplos atau memalsukan bahan bakar
minyak yang kemudian dijual kembali untuk memperoleh keuntungan sendiri.

Uraian kasus diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait

8 Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.



“Analisis Penjatuhan Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pengoplosan Bahan Bakar Minyak. (Studi Putusan No:

443/Pid.Sus/LH/2018/PN.Gns).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagaimanakah penjatuhan pidana dalam putusan hakim terhadap pelaku tindak
pidana pengoplosan bahan bakar minyak?

b. Apakah putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak tindak pidana
pengoplosan bahan bakar minyak sudah memenuhi rasa keadilan secara

substantif?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu ini adalah bagian dari analisis putusan hakim yang membahas
tentang tindak pidana pengoplosan bahan bakar minyak berdasarkan Undang-
Undang Minyak dan Gas Bumi. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi
penelitian di wilayah hukum Gunung Sugih, Lampung Tengah. Penelitian ini

dilakukan pada tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Setiap kegiatan penelitian yang dilksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan
kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud.

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui penjatuhan pidana dalam putusan hakim terhadap pelaku
tindak pidana pengoplosan bahan bakar minyak dalam putusan (Studi Putusan
No: 443/Pid.Sus/LH/2018/PN.Gns).

b. Untuk mengetahui putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak
tindak pidana pengoplosan bahan bakar minyak sudah memenuhi rasa keadilan

secara substantif.

2. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:
a. Kegunaan Teoritis Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan ilmu
pengetahuan penulis, khususnya di bidang kajian hukum pidana yang
berhubungan dengan tindak pidana pemalsuan bahan bakar minyak.
b. Kegunaan Praktis
1. Hasil penulisan ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap
masalah yang akan diteliti.

2. Hasil penulisan ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan
gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang
berkepentingan  khususnya dalam  memberantas tindak pidana

pemalsuan/pengolposan bahan bakar minyak.



D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi
dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk
mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan
untuk peneliti.® Penulis dapat memahami dengan baik penjelasan teori dalam
penal dan nonpenal. Teori adalah bagian dari penjelasan mengenai suatu masalah.
Adapun yang menjadi teori dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tidak boleh menjatuhkaan
pidana tersebut apabila kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan
terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).1% Alat bukti sah
yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b).Keterangan Ahli; (c). Saksi; (d).
Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui

sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).

Putusan hakim merupakan akhir dari suatu perkara yang diperiksa dan diadili
yang kemudian memberikan hasil keputusan sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan
perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa
itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat
dipidana.

3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat
dipidana.t!

% Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ul Press. 1984. him. 125.

10 sadjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta. 1997, him. 11.

11 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana. Alumni, Bandung, 1986, him.74.
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Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat
yuridis ataupun non-yuridis, yaitu:
1. Pertimbangan yuridis
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan
pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang
telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan
yang bersifat yuridis di antaranya:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum.

b. Tuntutan pidana.

c. Keterangan saksi.

d. Keterangan terdakwa.

e. Barang-barang bukti.

—h

. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Bahan Bakar Minyak.

2. Pertimbangan Non-yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat
pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup
untuk menentukan nilai keadilan dalam memutus pengurangan sanksi pidana
terhadap Terdakwa yang mengembalikan kerugian dalam suatu tindak pidana
tanpa dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis,

kriminologis dan filosofis.*2

12 Sperjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, him.105.
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Mazkenzie menyatakan ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat
dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara pidana,
yaitu:

1. Teori Keseimbangan
Keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara syarat-syarat
yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang
tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya
keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan
terdakwa.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari
hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan
dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana,
hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam
perkara pidana.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana
harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam
kaitannya dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi
dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam
peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-
mata atas dasar instuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan
ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam
menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya
dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan
pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana
dampak dari putusan yang dijatunhkan dalam suatu perkara pidana yang
berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara
yang disengketakan, kemudian mencari perundang-undangan yang relevan
dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam
penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada
motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan
bagi pihak yang berpekara.
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6. Teori Kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori
ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak.
Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang
tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan
melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi
keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.'®

Tugas yang utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap
perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara tindak pidana hal itu
tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif dalam menentukan bahwa suatu hak
atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, yang dimana menurut
undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas

moral yang baik.

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan menurut terminology hukum diartikan sebagai suatu keadaan yang dapat
diterima oleh akal sehat yang adil. Sementara adil adalah tidak memihak dan
berpihak kepada suatu masyarakat tanpa membedakan status sosial dan ekonomi.
Keadilan dalam ilmu filsafat adalah jika dapat dipenuhinya dua prinsip, yaitu:
pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap
manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah

itu dikatakan adil.'*

Keadilan substantif harus sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, yaitu
tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-

hak substantif penggugat. Dalam artian bahwa apa yang secara formal-prosedural

13 1bid, him, 105-106.
14 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986, him. 27.
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benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan.
Sebaliknya, apa yang secara formal salah, bisa dibenarkan jika secara materiil dan
substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural

asalkan tidak melanggar substansi keadilan).

Keadilan substantif harus berdasarkan kepada nilai-nilai fundamental yang
terdapat dalam hukum. Sehingga hal-hal lain pada aspek prosedural akan
dinomorduakan. Secara teoritik, kedalilan substantif dibagi ke dalam empat
bentuk keadilan, yakni kedailan distributif, keadilan retributif, keadilan komutatif,
dan keadilan korektif. Kedilan distributif menyangkut pengaturan dasar segala
sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat. Berdasarkan keadilan ini, setiap
hal harus dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua pihak.
Prinsip pokok keadilan distributif adalah setiap orang harus mendapat kesempatan

sama untuk memperoleh keadilan.™

Hukum harus ditegakkan dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi
masyarakat dan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dari suatu
pihak atau anggota masyarakat tertentu kepada masyarakat lain sebagai akibat dari

tindak pidana yang dilakukannya'®

2. Konseptual
Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa kerangka konseptual adalah suatu

kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang

15 Mahfud M.D., Penegakan Keadilan di Pengadilan, http://mahfudmd.com. Di akses pada hari
Jumat tanggal 6 Oktober 2020 pukul 19.21 WIB.

16 Wildan Suyuthi, Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct),
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.2003, him. 3.
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merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti,

baik dalam penelitian normatif maupun empiris.}” Hal ini dilakukan dan

dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian.

Maka akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam

penelitian, sehingga akan memberikan penafsiran terhadap beberapa istilah.

Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan
prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima
sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.8

b. Putusan Hakim adalah putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya
dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui
proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar
pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat
dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.*®

c. Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah
memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang
tercantum dalam surat dakwaan?®

d. Pelaku Pengoplosan menurut KKBI adalah seseorang yang melakukan suatu
proses atau cara mencampur sesuatu yang asli dengan barang atau bahan yang
lain sehingga kadar keasliannya berkurang (tentang minyak tanah, bensin, dan

sebagainya.

17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ul Press, 1984, him. 124.

18 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2005, him. 54.

19 Lilik Mulyadi. Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan. Mandar
Maju. 2007. hal 127

20 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara.
Jakarta 1983. him. 46.
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e. Bahan bakar minyak dalam Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan pengertian bahan bakar
minyak adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.?

f. Izin usaha adalah izin usha merupakan suatu bentuk persetujuan atau
pemberian izin dari pihak berwenang atas penyelenggaraam suatu kegiatam

usaha oleh seorang pengusaha atau suatu perusahaan.??

E. Sistematika Penulisan
Supaya mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka
penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun

sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang mengungkap fenomena
di lapangan, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan
penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika

penulisan.

Il. TINJAUAN PUSTAKA
Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan
dengan penyusunan skripsi mengenai putusan hakim, pembuktian pidana, tindak

pidana pemalsuan/pengoplosan bahan bakar minyak.

21 pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
22 Merdeka354, Pengertian ljin Usaha dan Jenisnya. Di akses pada hari Kamis tanggal 09 Juli
2020, Pukul 16.17 WIB.
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I1l. METODE PENELITIAN
Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah,
Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan

Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat
penelitian, terdiri dari Analisis Penjatuhan Pidana Dalam Putusan Hakim
Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan Bahan Bakar Minyak pada Perkara Nomor:

443/Pid.Sus/LH/2018/PN.Gns.

V. PENUTUP
Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan
penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada

pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.



. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana dan Pemidanaan

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan
melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang dimana melanggar
norma yang hidup di masyarakat. Menurut Moeljanto, Tindak pidana adalah suatu
kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi

suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.?

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang
menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan
diancam dengan hukuman.?* Berdasarkan pendapat Moeljanto mengenai tindak
pidana merumuskan unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu perbuatan
(manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil),

bersifat melawan hukum (syarat materiil).?

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang kemudian dirumuskan dalam
undang-undang, bersifat melawan hukum, yang memiliki kemampuan

bertanggungjawab tanpa adanya alasan pemaaf. Seseorang yang berbuat pidana

23 Tri Andrisman, Buku Ajar Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana
Indonesia, Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja, 2013. him. 70.

24 Tri Andrisman, Hukum Pidana , Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2009. him. 83.

% Diah Gustianti, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Bandar Lampung, Pusaka Media,
2018, him. 76.
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akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan Undang-Undang.
Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar

atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.?

Tindak pidana merupakan kejahatan atau perbuatan jahat yang dilarang oleh suatu
aturan hukum. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka dirumuskan dalam
peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang
dan disertai dengan sanksi yang dilanggar. Dalam rumusan tersebut ditentukan
beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi
sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.
Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang

dengan ancaman pidana kalau dilanggar.?’

2. Pemidanaan

Penggunaan istilah pidana diartikan kedalam beberapa pengertian yang sama, dan
sering juga digunakan istilah-istilah yang lain seperti, hukuman, penghukuman,
pemidanaan, penjatuhan pidana, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Sudarto
memberikan pengertian pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan
kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
Sedangkan Roeslan Saleh mengartikan pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini
berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik
itu.?® Pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan dan penderitaan
atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

% Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia,
2001, him. 20.

27 1bid.

28 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, him. 186.
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b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang
mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak
pidana menurut Undang-Undang.

d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri
seseorang karena telah melanggar hukum.?®

Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP baru dalam Pasal 52 RUU KUHP
Tahun 2019, tujuan pemidanaan dirumuskan sebagai berikut:

a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma
hukumdemi pelindungan dan pengayoman masyarakat;

b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan
pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana,
memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai
dalam masyarakat;

d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada
terpidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat
manusia.*

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu sebagai
golongan teori pembalasan (absolute), golongan teori tujuan (relatif) dan
kemudian ditambah golongan teori gabungan.

a. Teori Pembalasan (Absolute)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan
suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus
ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi,

dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu

sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut

2 1bid, him. 45.
%0 pasal 52 Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2019.
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teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”, sedangkan pengaruh-

pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.!

b. Teori Tujuan (Relatif)

Teori ini mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk
perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya,
dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Pengertian dalam teori
tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Kalau dalam teori absolut
itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif
ditunjuk kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang

yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi lebih baik kembali.

c. Teori Gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif juga ada teori ketiga yang disebut teori
gabungan. Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang
dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Tokoh utama
yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori
ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan
teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar
pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu:

1. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan,
mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka
terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut

kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.

%1 1bid. him. 41.
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2. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana
dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan
yang dikehendaki.

3. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni

mempertahankan tertib hukum.

Pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan,
sedangkan berat ringannya pemidanaan harus sesuai dengan justice absolute
(keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi justice social (keadilan yang
dikehendaki oleh masyarakat), sedangkan tujuan yang hendak diraih berupa:

1. Pemulihan ketertiban;

2. Pencegahan terhadap niat untuk melakukan tindak pidana (general prefentiev);
3. Perbaikan pribadi terpidana;

4. Memberikan kepuasan moral kepada masyarakat sesuai rasa keadilan;

5. Memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Teori gabungan berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori
absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan
yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus

memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Pemidanaan menurut kesimpulan diatas adalah suatu penderitaan atau nestapa
yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan
pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegah kejahatan.
Kemudian perangkat pemidanaan tersebut bertujuan pencegahan, perlindungan

masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan/penimbangan.
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B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan kepada
teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil
penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Hakim
merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak
ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Untuk mencapai kepastian hukum itu,
hakim berfungsi memberikan putusan akhir dalam suatu perkara, dimana hal itu
tidak terlepas dari system pembuktian negatif, yang menetukan bahwa suatu hak

atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti.

Hakim dalam menjatuhkan putusan digunakan sebagai bahan analisis tentang
orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan sangat penting untuk
melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan harus sesuai tujuan pemidanaan yang
telah ditentukan. Secara umum, putusan hakim yang tidak berdasarkan pada
orientasi yang benar atau tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah
ditentukan maka akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan

kejahatan dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana harus berdasar atas pertimbangan-
pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak
pidana, hakim cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat

yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris.

32 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta, Sinar
Grafika, 2010, him.103.
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1. Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang
didasarkan oleh faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh
undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam
putusan.
Pertimbangan yang bersifat yuridis:
a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
b. Keterangan saksi;
c. Keterangan terdakwa;

d. Barang-barang bukti;

[¢]

. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana.

2. Pertimbangan Non Yuridis
Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan
dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang
bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan
nonyuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab
hukum yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah cukup kalau hanya didasarkan
pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern yang
melatarbelakangi terdakwa dalam melakukan tindak pidana juga harus ikut

dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.®

Pertimbangan hakim merupakan aspek yang penting dalam menentukan

terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang harus mengandung keadilan dan

3 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, him. 20.
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mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi
para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi
dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan
cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.®*

Dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara
merupakan kekuasaan khusus bagi hakim yang harus dihormati oleh semua pihak.
Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu
berkaitan dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang

dilakukan pelaku, kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

C. Tinjauan Umum Minyak dan Gas Bumi

Pada tanggal 23 November 2001 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dimana yang menjadi dasar
pertimbangan diundangkannya undang-undang tersebut adalah sudah tidak
sesuainya lagi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun
1960 dengan perkembangan usaha pertambangan migas baik dalam taraf nasional
maupun intenasional. Adapun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksanan

Kegiatan Usaha Hulu Migas;

34 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cetakan V Yogyakarta, Pustaka
Pelajar, 2004, him. 140.
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2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur
Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pip;

3. Peraturan Pemeritah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk
Pertamina menjadi Perusahaan Perseroan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor
34 Tahun 2005 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Migas.

Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu crude oil,
sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu natural
gas.® Pengertian minyak bumi didalam Pasal 1 Ayat (4) yaitu “bahan bakar yang
berasal dan diolah dari miyak bumi” sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah
“hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan
temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau
ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak
termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang di

peroleh dari kegiatan usaha minyak dan gas bumi”.

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibagi menjadi dua macam, yaitu kegiatan
usaha Hulu dan kegiatan usaha Hilir (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2001 Tentang Minyak Dan Gas bumi). Kegiatan usaha Hulu mencakup Eksplorasi

dan Eksloitas sedangkan kegiatan usaha Hilir diatur dalam Pasal 1 Angka 10,

% Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indoneisa, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, him. 277.
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Pasal 5, Pasal 7, Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kegiatan usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Angka 1 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan

melalui kontrak kerja sama, dan paling sedikit membuat persyaratan:

1. Kepemilikan sumber daya alam tetap ditangan pemerintah sampai pada titik
penyerahan;

2. Pengendalian manajemen operasi pada badan pelaksanaan;

3. Modal dan resiko seluruhnya ditanggung badan usaha atau bentuk usaha tetap.

SNI (Standar Nasional Indonesia) menjelaskan eksplorasi adalah suatu kegiatan
penyelidikan geologi yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menentukan lokasi,
ukuran, bentuk, letak, kuantitas dan kualitas suatu endapan bahan galian untuk
kemudian dapat dilakukan analisis/kajian sebelum kemudian dilakukannya
pertambangan. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak
dan Gas Bumi dalam Pasal 1 Ayat (8) dijelaskan bahwa “Eksplorasi adalah
kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk
menemukan danmemperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di

Wilayah kerja yang di tentukan.

Eksploitasi menurut kamus hukum adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan
korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan
paksa, perbudakan atau praktik perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan
fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahakan atau

mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau
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kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik
materil maupun immateril. Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia
eksploitasi adalah pengusahaan pendayagunaan nikel di daerah itu di lakukan oleh
perusahaan asing atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri dan pengisapan.
Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
dalam Pasal 1 Ayat (9) dijelaskan dengan jelas bahwa ekspoitasi adalah
“rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi
dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian
sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk
pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain
yang mendukungnya”. Jadi eksploitasi adalah tindakan yang terus menerus atau
berkelanjutan setelah dilakukannya eksplorasi dan hasil dari ekplorasi ini

menununjukan adanya sumber minyak dan gas bumi.

D. Tindak Pidana Terhadap Pengoplosan Bahan Bakar Minyak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi dalam
Pasal 28 Ayat (1) bahan bakar minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan
di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar
dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sehingga dalam memasarkan hasil
bahan bakar minyak harus memiliki standard dan memiliki izin untuk
mengedarkannya. Banyaknya kasus yang mengoplos bahan bakar minyak yang
dipasarkan kepada masyarakat secara illegal menunjukan bahwa kurangnya
penegakan hukum dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum dan undang-

undang.
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Tindak pidana pengoplosan bahan bakar minyak adalah tindak pidana yang
berhubungan dengan tindakan pemalsuan bahan bakar minyak. Bahan bakar
minyak yang dioplos tidak bisa dibedakan langsung dengan kasat mata. Bahan
bakar minyak yang dioplos memiliki campuran jenis bahan bakar minyak yang
sama seperti, Premium, Pertalite, Pertamax ataupun jenis lainnya yang kemudian
dicampur dengan minyak mentah dan pewarna sehingga tidak memiliki perbedaan

jika dilihat.

Ketentuan pidana pengoplosan/pemalsuan bahan bakar minyak diatur dalam
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tetang Minyak dan Gas Bumi Pasal 54
yaitu Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas
Bumi olahan sebagaimana dimaksud Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lambat enam tahun dan denda paling tinggi Rp. 6.000.0000.000,00

(enam puluh miliar rupiah).

Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi atau kegiatan
usaha gas bumi dibedakan atas:

1. 1zin usaha pengolahan;

2. lzin usaha pengangkutan;

3. lzin usaha penyimpanan;

4. lzin usaha niaga.

Ketentuan tindak pidana penyalahgunaan izin usaha dan tindak pidana perniagaan,
secara tagas telah diatur didalam Pasal 53 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi. Dimana setiap orang yang

menyalahgunaan niaga bahan bakar minyak, baik minyak bumi, bahan bakar gas
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maupun yang merupakan hasil olahan oleh Pemerintah, tanpa adanya izin dari

pihak yang berwenang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan
yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha
dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti
antara lain kegiatan penyimpangan alokasi, pengangkutan, penjualan dan
pengoplosan bahan bakar minyak. Begitu juga dalam hal ini yang dimaksud
dengan menguntungkan diri sendiri, merugikan orang lain termasuk dalam tindak
pidana yang telah diatur di dalam Pasal 378 KUHP (Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana) tentang Tindak Pidana Perbuatan Curang. Barang siapa dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari satu Izin Usaha sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal badan usaha melakukan kegiatan usaha pengolahan dengan kegiatan
pengangkutan, penyimpanan dan niaga sebagai kelanjutan kegiatan usaha
pengolahannya, maka kepada Badan Usaha hanya diwajibkan memiliki izin usaha

pengolahan.

Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang penyalahgunaan niaga juga
dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang
yang digunakan untuk untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam
kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 23 Ayat (1) dijelaskan, bahwa kegiatan usaha
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hilir yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin usaha dari pemerintah
yang meliputi kegiatan: pengangkutan, perniagaan, pengolahan dan penyimpanan
bahan bakar minyak. Begitu pula dengan kegiatan usaha hulu yang mencakup
kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dari keempat jenis kegiatan usaha diatas, jika
tidak memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha tersebut, maka

kegiatan usaha tersebut dianggap illegal.

Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan
gas bumi. Pasal 1 Angka (20) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
menjelaskan bahwa izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha
untuk melaksanakan pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga
dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/laba. Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2001 dalam penegakan hukumnya, memuat ketentuan pidana yang diatur
dalam Bab XI, Pasal 51 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2001 Tentang Minyak Bumi dan Gas.®® Ketentuan tindak pidana niaga
bahan bakar minyak tanpa izin usaha diatur secara tegas dalam Pasal 53 huruf (d)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. “Niaga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan denda paling tinggi Rp.
30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah)”. Berdasarkan apa yang terdapat
dalam Pasal 53 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Miyak
dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud dengan niaga tanpa izin usaha adalah

kegiatan yang di lakukan oleh badan atau perseorangan dalam menjual, membeli,

%  Syaiful Bakhri, Hukum Migas: Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam
PerundangUndangan, Jakarta, Total Media, 2012, him. 139.
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ekspor, impor bahan bakar minyak tanpa izin yang di keluarkan oleh Menteri

Energi dan Sumber Daya Alam.

E. Keadilan Substantif

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan
bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan dengan ketentuan tersebut
maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh
kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan. Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan.

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu
hal (baik memenangkan/memberikan dan ataupun menjatuhkan/menolak) sesuai
dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk bisa
menempatkan sesuatu pada tempatnya, Kita harus tahu aturan-aturan itu tanpa tahu
aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu

pada tempatnya.

Katagori keadilan dalam teori ilmu hukum ada dua, yaitu keadilan prosedural dan
keadilan substantif. Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasari pada

ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal.®” Keadilan

37 Bambang Sutiyoso, Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan, Jakarta, Fakultas
Hukum Universitas Islam Indonesial, 2010, him. 56.
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substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang
terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek
prsedural akan di ‘nomorduakan’. Keadilan substantif adalah keadilan yang terkait
dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu
perkara yang harus dibuat berdasar pada pertimbangan rasionalitas, kejujuran,
objektivitas, tidak memihak (imparsiality), tanpa diskriminasi dan berdasar pada

hati nurani hakim.®®

Keadilan prosedural dan keadilan substantif tidak dapat dipisahkan. Ketaatan
terhadap prosedur akan menghasilkan keadilan prosedural, dan keadilan
substansial akan sia-sia jika keadilan prosedural tidak diindahkan, keadilan
substansial juga akan sulit tercapai jika keadilan prosedural tidak diperhatikan,
sehingga keadilan prosedural sama pentingnya dengan keadilan substansial.*®
Keduanya terkait erat satu sama lain, sehingga keadilan ini semestinya harus dapat
disinergikan dan diakomodir secara proporsional, meskipun dalam batas-batas
tertentu, sangat mungkin keduanya saling berbenturan satu sama lain dan tidak

dapat dikompromikan.*

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan
hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang
tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang

secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan

38 M. Syamsudin, Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan sengketa Tanah Magersari,
Jurnal Yudisial Vol.7.

3 Cekil Setya Pratiwi, Kegagalan Mewujudkan Keadilan Prosedural dan Substansial dalam
Putusan Hakim Tinggi Perkara Tindak Pidana Psikotropika Nomor: 222/PID/B/2010/PT SBY,
Jurnal Humanity Vol. 9 No.1, him. 172.

40 Bambang Sutiyoso, Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan, Jurnal hukum
lus Quia lustum, 2010, him. 230.
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substansinya melanggar keadilan. Dengan demikian, Keadilan substantif adalah
keadilan yang diciptakan oleh hakim dalam putusan-putusannya berdasar hasil
galiannya atas rasa keadilan di dalam masyarakat, tanpa dibelenggu bunyi pasal

undang-undang yang berlaku.



I11. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris. Pendekatan secara
yuridis normatif digunakan untuk pendekatan memahami persoalan pada lapangan
dengan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data dengan cara
menghubungkan peraturan-peraturan tertulis atau buku-buku hukum yang erat
hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pendekatan yuridis empiris adalah
pendekatan yang digunakan untuk memperoleh data primer yang dilakukan
dengan wawancara dengan responden yaitu petugas yang berwenang dalam
masalah yang diteliti.** Berdasarkan pengertian tersebut, pendekatan yuridis
normatif dan yuridis empiris digunakan untuk memahami persoalan mengenai
dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa

pemalsuan Bahan Bakar Minyak.

B. Sumber dan Jenis Data
Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang
diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.*?

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersumber pada yaitu:

41 Soerjono Soekanto, Op. Cit., him. 51.
42 1bid. him. 11.
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1. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi di lapangan,
baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini
adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan
skripsi ini.

2. Data Sekunder
Data Sekunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung di lapangan, tetapi
data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan bahan-bahan hukum,
yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, antara lain:

[EEN

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

N

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

dan Gas Bumi.

w

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berhubungan dengan
bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta
memahami bahan hukum primer yang sesuai dengan penelitian ini, seperti
literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang
dibahas dalam skripsi ini.

¢. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang mencakup bahan

memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, yang berisi seperti teori/pendapat para ahli, kamus, bibliografi,

karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil
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penelitian para sarjana berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan

dibahas dalam proposal skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi yang diinginkan dan
dapat memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan.*® Prosedur
sampling dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling, yaitu suatu metode
pengambilan sampling yang dalam penentuan dan pengambilan anggota sampel
berdasarkan atas pertimbangan dan tujuan penulis yang telah ditetapkan.**
Responden dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu:

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih =2 Orang

2. Akademisi Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas

Lampung =10rang +

Jumlah = 3 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (Library research)

Yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang
berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas, yang berhubungan dengan
informan yang dikehendaki oleh peneliti. Data atau informasi yang dilakukan
untuk memperoleh data sekunder. Pengumpulan data sekunder adalah terlebih
menerima sumber pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-

lain yang berkaitan dengan permasalahan.

43 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Bhineka Cipta, 1996, him.79.
4 Ibid., him. 91.
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b. Studi Lapangan (Field research)
Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (interview) yaitu sebagai
usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun

dengan menggunakan pedoman pertanyaan tertulis.

2. Pengelolaan Data

Setelah data terkumpul dengan baik yang diperoleh dari studi kepustakaan dan

studi lapangan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

a. ldentifikasi data, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan
diteiti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai
dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari adanya
kesalahan data.

b. Klasifikasi data, menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga
menghasilkan suatu uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

c. Sistematisasi data, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan

pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya
adalah dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan
mendeskripsikan data dan fakta yang dihasikan atau dengan kata lain yaitu dengan
menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci,
sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan
dari penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan

umum. Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan
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metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum,

kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Penjatuhan pidana dalam putusan hakim dalam memutus perkara tindak pidana
pengoplosan bahan bakar minyak ditinjau dari Putusan Nomor:
443/Pid.Sus/LH/2018/PN.Gns, bahwa terdakwa terbukti melakukan beberapa
tindak pidana di dalam Pasal 53 huruf (a), (c), (d) tentang izin usaha dan Pasal
54 tentang pengoplosan atau pemalsuan bahan bakar minyak Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Jaksa Penuntut Umum
menjatuhkan jenis dakwaan alternatif serta dikenai hukuman pidana
sebagaimana Pasal 53 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001
Tentang Minyak dan Gas Bumi niaga sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut.
Hakim mempertimbangkan tiga aspek yaitu yang pertama aspek yuridis,
terdakwa terbukti melakukan tindak pidana niaga bahan bakar minyak tanpa
izin usaha niaga dengan bukti yang ada dan dikenai hukuman pidana
sebagaimana Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua, aspek filosofis yaitu
hukuman denda dan penjara diberikan agar terdakwa merasa menyesal atas
pebuatannya dan tidak melakukan hal serupa di kemudian hari. Dan yang

ketiga yaitu aspek sosiologis yang mempertimbangkan latar belakang sosial
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terdakwa berdasarkan faktor sosial dan faktor ekonominya dan memperhatikan
agar pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Selain itu
hakim mempertimbangkan prinsip keseimbangan, pendekatan seni dan intuisi,
pendekatan keilmuan, pengalaman, Ratio Decidendi, dan kebijaksanaan.
Pelaku melakukan pengoplosan bahan bakar minyak dengan tujuan
memperoleh keuntungan pribadi dengan mempertimbangkan keuntungan yang
diperoleh terdakwa tidak bernilai besar. Hakim memberikan sanksi yang
seimbang sebagai ganjarannya dan bukan dilihat dari perbuatan yang dilakukan
pelaku pengoplos bahan bakar minyak yaitu dikenai Pasal 53 huruf (d)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak
dan Gas Bumi tanpa izin usaha niaga.

. Pada Putusan Nomor: 443/Pid.Sus/LH/2018/PN.Gns, hakim sudah memenuhi
rasa keadilan substantif, dimana hakim dalam menjatuhi putusan pidana tidak
hanya berpedoman pada Undang-Undang tetapi faktor non yuridis yaitu
ketentuan norma yang berkembang dalam masyarakat dan berdasarkan hasil
galian atau fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Melihat Terdakwa
yang merupakan tulang punggung keluarga, melakukan tindak pidana karena
kebutuhan ekonomi dan melakukannya baru pertama Kkali. Hakim
mempertimbangkan hal hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.
Hakim menuntut Terdakwa dikenal Pasal 53 Huruf (d) Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah melakukan Tindak Pidana
Niaga Minyak Bumi dan dianggap telah melakukan suatu tindak pidana

penyalahgunaan bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga.
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B. Saran

Adapun saran yang diberikan berkaitan dengan analisis tindak pidana pengoplosan

bahan bakar minyak adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Majelis Hakim yang menangani tindak pidana pengoplosan bahan
bakar minyak diharapkan untuk mempertimbangkan kembali fakta yang terjadi
dimasyarakat bahwa sudah banyak sekali terjadi tindak pidana yang
berhubungaan dengan bahan bakar minyak karena bahan bakar minyak
merupakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Pemberian sanksi pidana
yang maksimal dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pengoplosan
bahan bakar minyak di masyarakat. Selain itu pemberian pidana yang sesuai
agar memberikan efek jera kepada para terdakwa dan sebagai upaya untuk
mengantisipasi agar perbuatan pengoplosan bahan bakar minyak palsu yang

beredar dimasyarakat.

2. Hendaknya hakim bukan hanya berfokus kepada pelaku yang melakukan tindak
pidana pengoplosan bahan bakar minyak, tetapi juga berusaha untuk menarik
akar permasalahan kasus secara lebih mendalam, sehingga dapat diketahui latar
belakang mengapa pelaku dapat melakukan kegiatan pengoplosan bahan bakar
minyak dan bagaimana bahan bakar minyak secara illegal bisa didapatkan. Hal
ini bertujuan agar hakim dapat mengupas tuntas kasus penjualan bahan bakar
minyak oplosan agar tidak terjadi lagi di kehidupan masyarakat yang akan

datang.
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